BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2017;

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1054);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMKO0.7/2016 tentang

Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Sukamara.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.



4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang ditetapkan.

11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

BAB II
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar
Rp. 26.368.843.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan
Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran
2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Sukamara sebagaimana telah
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dibagi
jumlah desa yang ada di Kabupaten Sukamara.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kesulitan geografis yang disusun dan ditetapkan Bupati berdasarkan data yang
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AFsetiap desa = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDxab — ADxab)

Keterangan:
AF setiap desa

Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah
penduduk Desa di Kabupaten Sukamara

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa di Kabupaten Sukamara

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa
di Kabupaten Sukamara

zZ4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten
Sukamara

DDxab = pagu Dana Desa di Kabupaten Sukamara

ADxab = besaran Alokasi Dasar di Kabupaten Sukamara

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Sukamara
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum
Daerah setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a.tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
b.tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran
berikutnya.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan
laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling
kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per
seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22
Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.



(2) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa
setempat.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat
evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 9

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana
Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat, menyampaikan laporan
realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian dokumen laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
b.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu
kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
Pasal 12

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD
lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :

a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD
tersebut; dan/ atau
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada
tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya
sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.



(4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat
digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan
APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah
Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII
SANKSI

Pasal 13

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%
(tiga puluh perseratus); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari
jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa
tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi
paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD
tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh
perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 14

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah
diterima; dan/atau
b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran
berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana
Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai
Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar
dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR



